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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

bahwa sebagai pclaksanaan ketentuan Pasal 39 ayat
(3) Peraturan Pcmerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka guna
efisiensi serta efektifitas pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah  Kabupaten
Lamongan, dipandang perlu menetapkan Standar
Analisa Belanja Pemerintah Kabupaten Lamongan
Tahun Anggaran 2016 dengan menetapkan dalam
Peraturan Bupati.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan
dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Normor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);




Menetapkan

10.

11.

2

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang No:mnor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik ladonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tamhahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007
tentang  Pengelolaan Uang  Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomocr 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah scoagaimana telah diubah, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011;

Peraturan tlenteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
2014 tenting Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomo: 32);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/
2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun
Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 455);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor
11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lernbaran Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2007 Nomor 10/E).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUJPATI TENTANG STANDAR ANALISA
BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2016
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BAB I
KETENT JAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.

10.

11.

12.

Daerah adalah Kabupaten Lamongan.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Lamonga:n.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya
disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan
daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah
dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD,
adalah perangkat daerah padu oemerintah daerah selaku pengguna
anggaran/barang.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat RKA-
SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD
serta rencana pembiayaan sebazal dasar penyusunan APBD.
Pengguna Anggaran, adalal: pejabat pemegang Lkewenangan
penggunaan anggaran untuk riclaksanakan tugas pokok dan fungsi
SKPD yang dipimpinnya.

Kuasa Pengguna Anggaran, acalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan sebagian kewonangan pengguna anggaran dalam
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat PPTK
adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau
beberapa kegiatan dari suaiu program sesuai dengan bidang
tugasnya. .

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu
atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian
sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan
tindakan pengerahan sumbcer daya balk yang berupa personil
(sumber daya manusia}, barang modal termasuk peralatan dan
teknologi, dana, atau kombinsasi dari beberapa atau kesemua jenis
sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan
keluaran {output) dalam bentul: barang/jasa.

Standar Analisa Belanja, yang selanjutnya disingkat SAB, adalah
standar biaya masukan dan harga yang merupakan nilai estimasi dan
harga tertinggi dalam rangka pcrnyusunan dan pelaksanaan APBD.
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, yang selanjutnya
disingkat SPTJM, merupakan pernyataan pertanggungjawaban
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas penggunaan
jenis satuan biaya diluar Standar Analisa Belanja yang ditetapkan
oleh Peraturan Bupati ini.
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BAB I
TUJUAN DAN FUNGSI
Pasal 2

SAB digunakan sebagai pedoman bagi SKPD untuk menyusun biaya
kegiatan dalam RKA-SKPD.

Pasal 3

SAB berfungsi sebagai :

a. batas tertinggi ;

b. estimasi.

Fungsi SAB sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui,
Fungsi SAB sebagai estimasi scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b merupakan besaran biaya yvang dapat dilampaui disesuaikan
dengan harga pasar dan keciersediaan alokasi anggaran dengan
memperhatikan prinsip ekonomis, efisiensi, efektifitas, serta mengacu
pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

SAB yang berfungsi sebagai halas tertinggi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran huruf A
Peraturan Bupati ini.

SAB yang berfungsi sebagai cstimasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf b tercintum dalam Lampiran huruf B dan
huruf C Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Standar biaya dan harga yang ditetapkan yang tidak tercantum
dalam SAB Tahun Anggaran 2016 dan/atau standar biaya dan harga
kondisi pasar lebih tinggi dari ketetapan SAB tersebut, dapat
digunakan sesuai dengan harga pasar yang wajar dan disertakan
dengan SPTJM yang ditanduatangani oleh Kepala SKPD/Pengguna
Anggaran.

SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bentuk surat
pertanggungjawaban Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran atas
penggunaan satuan biaya dan harga.
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BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 7 Agustus 2015

BUPATI LAMONGAN,
ttd,
FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 7 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN
ttd,
YUHROHNUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015 NOMOR 33

YOS
G honsD

%1 PRIHATONO




E. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
NOMOR : .,

Nama Satuan Kerja ...
Nama Kegiatan @ ..o

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya selaku Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, menyatakan bahwa saya
bertanggungjawab penuh atas satuan biaya dan harga yang digunakan
dalam penyusunan kegiatan ..................ciin. *) diluar standar
biaya dan harga yang ditetapkan oleh Standar Analisa Belanja (SAB) Tahun
Anggaran 2016.

Perhitungan satuan biaya dan harga tersebut telah dilakukan
secara  profesional, efisien, efektif, transparan, dan  dapat
dipertanggungjawabkan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
Lamongan, .......ccccovviiiiiiiiinnninn..

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran

Materai 6000

................................................

*) Diisi nama kegiatan yang menjadi Standar Analisa Belanja.

BUPATI LAMONGAN,
ttd,
FADELI

178 | SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK




